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Abstrak 

 

Ketentuan pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan berdasarkan persetujuan 

Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi ketentuan kuorum yang disyaratkan 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). 

Tindakan pengalihan kekayaan Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan yang 

juga merangkap sebagai pemilik saham mayoritas dalam Perseroan, tidak boleh 

merugikan kepentingan pihak tertentu. Tesis ini membahas mengenai benturan 

kepentingan atas rangkapnya kedudukan organ perseroan yang berakibat 

ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga tidak terdapat 

kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Penulis berfokus pada 

kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang 

saham mayoritas yang merangkap sebagai direksi yang memanfaatkan pengalihan 

kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan 

perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-

normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa konsep hukum yang 

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hukum 

Perseroan terbatas, benturan kepentingan atas organ Perseroan yang rangkap, dan 

peranan notaris dalam membuat akta pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar 

Perseroan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi hukum 

perusahaan agar pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif, dapat membuat 

pengaturan mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil yang tegas dalam 

UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap rangkap jabatan 

organ perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan 

yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan 

sebagai penyelesaiannya. 

 

Kata kunci: Organ Perseroan, Benturan Kepentingan, Pengalihan Aset Perseroan.  
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1. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Perseroan Terbatas sebagai bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha 

bisnis merupakan badan hukum (rechtspersoon, legal entity) yang didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta 

peraturan pelaksananya
1
. Pelaksanaan pengurusan sehari-hari dijalankan oleh organ, 

yang memiliki fungsi pengurusan dalam Perseroan Terbatas sebagaimana 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT) dan lebih lanjut 

dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang dikenal dengan sebutan 

Direksi
2
. Pasal 7 ayat (1) UU PT menentukan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 

2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan 

ayat (2) menentukan bahwa “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham 

pada saat Perseroan didirikan”, kedua ketentuan ini menegaskan bahwa di dalam 

perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sedikitnya harus memiliki 2 (dua) pendiri 

yang kesemuanya akan duduk sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas. Dikaji 

sepintas ketentuan di atas tidak bermasalah karena perusahaan berbentuk Perseroan 

Terbatas muncul dari sebuah perikatan, dan tidak ada perikatan jika jumlah para pihak 

yang terlibat kurang dari 2 (dua) orang. Namun demikian jika dikaitkan dengan 

ketentuan pasal lain di dalam UU PT yakni Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal 15 UU PT yang 

menentukan macam organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi, maka selanjutnya akan menjadi pertanyaan 

bahwa bagaimana ketentuan tersebut akan direalisasikan jika ternyata di dalam 

Perseroan Terbatas hanya terdapat 2 (dua) orang pendiri. Tidak ada masalah dengan 

kedudukan organ RUPS karena Pasal 2 UU PT telah menentukan bahwa setiap pendiri 

harus menyertakan diri sebagai pemegang saham. 

Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan 

Dewan Komisaris
3
. Terkait dengan pembagian saham, pada dasarnya Perseroan dapat 

didirikan oleh paling sedikit dua orang
4
. Pasal 88 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa 

RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling 

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 

diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar 

menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang pengambilan keputusan 

RUPS yang lebih besar. Ketentuan tersebut berkenaan dengan pemberlakuan prinsip 

mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam Perseroan, seperti terhadap 

                                                
1
Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 

tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 1 ayat (1). 
2
Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, (Bandung: Penerbit 

PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 17. Lihat lebih lanjut uraian Nindyo Pramono, Tanggung Jawab dan 

Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Buletin 

Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3, Desember 2007), hlm. 15. 
3
Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 

tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 1 angka 2  
4
Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 

tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 7 ayat (1). 
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tindakan perubahan Anggaran Dasarnya. Dengan prinsip mayoritas super, yang 

dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru 

dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya 

lebih dari 2/3 (dua pertiga) atau 3/4 (tiga perempat) dari suara yang sah. Jadi kuorum 

atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyaj suara 

yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi. 

Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan 

didirikan
5
. Jika suatu Perseroan belum memiliki orang profesional yang dapat dipercaya 

untuk menduduki jabatan Direksi dan komisaris, maka dua jabatan tersebut dapat 

diambil dari salah satu pendiri atau pemegang saham. Jadi satu pemegang saham 

merangkap sebagai Direksi, yang satu lagi sebagai komisaris. Dalam UU PT, memang 

tidak ada larangan bagi pemegang saham untuk merangkap jabatan baik sebagai Direksi 

maupun sebagai Komisaris Perseroan, kecuali apabila ada peraturan perundang-

undangan lain menentukan sebaliknya, misalnya dalam peraturan perundang-undangan 

yang sifatnya lex specialis, seperti Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), butir 

3 (e) (7) Peraturan Bapepam dan LK No. III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek, Butir 3 

(e) (7) Peraturan Bapepam dan LK No. III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring Dan 

Penjaminan, dan peraturan terkait lainnya. Dalam peraturan-peraturan tersebut 

disebutkan larangan untuk rangkap jabatan (Direksi atau Komisaris) pada perusahaan 

lain, bukan pada perusahaan yang sama. Direksi dan komisaris dapat merangkap 

sebagai pemegang saham. Adapun ketentuan mengenai hal ini dapat kita lihat di Pasal 

101 dan Pasal 116 huruf b UU PT.  

 

Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan harus dilakukan dengan itikad 

baik, yang salah satunya adalah anggota Direksi wajib menghindari terjadinya benturan 

kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Wujud 

dari menghindari benturan kepentingan tersebut adalah adanya larangan bagi anggota 

Direksi untuk melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan. Selain itu 

anggota Direksi juga dilarang bersaing dengan Perseroan. Satu segi dia wajib beritikad 

baik dan dipercaya mengurus Perseroan, sedang pada sisi lain, melakukan persaingan 

dengan Perseroan
6
. 

Peraturan yang mengatur mengenai benturan kepentingan (conflict of interest) 

sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas apabila 

dalam pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara tidak transparan karena 

proses pengambilan keputusan oleh Direktur Utama Perseroan yang juga sekaligus 

sebagai pemegang saham utama (pihak terafiliasi) dalam Perseroan. Namun peraturan 

terkait dengan benturan kepentingan belum diberlakukan untuk Perseroan tertutup 

karena masih berlaku untuk Perseroan terbuka. Untuk menghindari kerugian akibat 

transaksi benturan kepentingan dalam Perseroan terbuka, Badan Pengawas Pasar Modal 

dapat mewajibkan eminten dan perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan 

mayoritas pemegang saham independen. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 2 

Undang - Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Keharusan persetujuan pemegang 

saham independen dipertegas kembali dalam Peraturan No. IX.E.1. tentang Transaksi 

Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Maka Direksi sebagai organ 

                                                
5
Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 

tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 7 ayat (2). 
6
 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 376-378. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/node/175/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/node/175/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat
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perusahaan yang melakukan pengurusan perusahaan dituntut agar lebih fair dalam 

memberikan informasi mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 

Dalam melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu 

dapat menimbulkan permasalahan antara lain kedudukan Direksi dalam perusahaan 

secara umum, kedua benturan kepentingan transaksi tertentu antara kepentingan 

ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, 

Pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari Direktur, komisaris atau 

pemegang saham utama dan ketiga kedudukan Direksi dalam hal terjadinya benturan 

kepentingan transaksi tertentu. 

Pada dasarnya RUPS dapat menunjuk pihak ketiga untuk duduk sebagai 

komisaris ataupun Direksi, hal ini umum dilakukan. Namun terdapat kemungkinan 

menentukan siapa yang akan duduk sebagai komisaris atau Direksi mengalami 

kesulitan, mengingat memenuhi syarat 2 (dua) orang pendiri saja sebuah Perseroan 

Terbatas kadang juga merasa sulit. Apakah jabatan organ berjumlah 3 (tiga) yakni 

RUPS, Direksi, atau komisaris harus dipenuhi semua, bagaimana jika salah satu dari 

ketiga jabatan tersebut tidak dapat dipenuhi, apakah perusahaan tanpa komisaris atau 

tanpa Direksi mungkin? atau apakah jabatan komisaris atau Direksi dapat ditempati oleh 

orang yang sama, misalkan di dalam Perseroan Terbatas hanya ada dua pendiri, 

mungkinkan dua orang pendiri berkedudukan sebagai komisaris atau Direksi sekaligus. 

Ketentuan UU PT tidak mengatur mengenai hal ini, sehingga di dalam praktik tidak 

jarang perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak tertib di dalam memenuhi 

syarat tiga organ tersebut termasuk di dalam menjalankan kewenangan ketiga organ itu. 

Padahal masing-masing organ mempunyai fungsi yang berbeda, tidak mungkin fungsi 

komisaris dijabat oleh Direksi mengingat tugas komisaris adalah mengawasi Direksi. 

Di dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan banyak aset perusahaan 

diatasnamakan pendiri, dan tanpa ada pengawasan maka sulit juga di dalam menentukan 

kesalahan pendiri untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban tak Terbatas, 

mengingat menentukan kesalahan atau kelalaian organ Perseroan perlu mendengar 

keterangan dari organ Perseroan yang lain. Seperti menentukan kesalahan RUPS, perlu 

mendengar keterangan komisaris atau Direksi, demikian sebaliknya. Tentu sulit untuk 

mendapatkan keterangan yang objektif jika kewenangan ketiga organ dirangkap oleh 1 

(satu) orang. Di dalam tulisan ini coba akan dibahas mengenai posisi rangkap jabatan 

di  dalam sebuah organ Perseroan Terbatas dengan mengingat bahwa UU PT 

menentukan batas minimal jumlah pendiri hanyalah 2 (dua) orang, meskipun pendiri 

yang hanya dua orang mungkin menunjuk pihak ketiga untuk duduk sebagai Direksi 

dan komisaris tapi hal ini jarang dilakukan. Karena hanya untuk memenuhi syarat 

Perseroan Terbatas tidak jarang seorang pendiri yang meminjam nama orang lain untuk 

duduk sebagai pendiri dan hanya mengambil saham 1% (satu persen). Sehingga para 

pendiri dimungkinkan dapat bertindak sekehendaknya dalam menentukan siapa yang 

diangkat sebagai komisaris dan Direksi. Ketentuan syarat minimal pendiri sebuah 

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) 

UU PT seperti disebut di atas, juga menjadi syarat jumlah orang – orang yang terlibat di 

dalam Perseroan Terbatas. UU PT hanya menentukan syarat jumlah pendiri dan syarat 

minimal modal yang diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 32 UU PT, tidak terdapat 

ketentuan mengenai syarat jumlah karyawan atau syarat minimal sumber harus ada 

untuk Perseroan Terbatas dapat didirikan sehingga ukurannya adalah pada aktivitas 



5 
 

Universitas Indonesia 

perusahaan, apakah perusahaan dapat terus beroperasi dengan keterbatasan jumlah 

sumber daya manusia. Selebihnya hanya menjadi persyaratan yang harus dituangkan di 

dalam sebuah Anggaran Dasar, bahwa sebuah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

sekurang-kurangnya harus memuat
7
: 

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

3. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap 

klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap 

saham; 

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 

8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris; 

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 

 

Ketentuan organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari Direksi, komisaris, dan 

RUPS mutlak harus ada semua, atau memungkinkan jabatan rangkap, hal ini masih 

dapat diperdebatkan. Kalau memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU PT bahwa 

anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki 

anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan 

Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, serta ketentuan Pasal 116 

huruf b UU PT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada 

Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan 

tersebut dan Perseroan lain, maka akan diketahui baik Direksi maupun komisaris dapat 

mengambil bagian saham di dalam sebuah Perseroan. Atau jika dihubungkan dengan 

jabatan rangkap organ Perseroan Terbatas, ketentuan di atas menunjukkan bahwa UU 

PT mengizinkan terdapat jabatan rangkap untuk Direksi dan RUPS atau komisaris dan 

RUPS. Tidak terdapat ketentuan di dalam UU PT yang mengatur hal ini atau tidak 

terdapat satu pasal pun di dalam UU PT yang memuat pengertian bahwa jabatan 

komisaris dan Direksi bisa dirangkap. 

UU PT tidak mengatur mengenai susunan jabatan rangkap di dalam sebuah 

Perseroan Terbatas, padahal di dalam Pasal 7 ditentukan batas minimal jumlah pendiri 

adalah 2 (dua) orang. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan ketentuan organ Perseroan 

dan kewenangan organ Perseroan yang diatur di dalam UU PT. Selanjunya yang 

menjadi pertanyaan adalah apakah yang harus dilakukan oleh pendiri yang hanya 

berjumlah 2 (dua) orang, di dalam memenuhi syarat ketentuan UU PT mengenai organ 

Perseroan Terbatas. Di dalam praktik sering digunakan adalah 1 (satu) orang pendiri 

merangkap disamping sebagai RUPS sebagai Direksi, dan 1 (satu) orang pendiri lainnya 

merangkap disamping sebagai RUPS sebagai komisaris. Hal ini masih mungkin 

dilakukan untuk perusahaan yang bidang usahanya bukan termasuk kegiatan usaha 

Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat dan menerbitkan 

                                                
 7

 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 

tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 15 ayat (1). 
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surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan terbuka,  karena untuk 

perusahaan tersebut di atas harus mempunyai Direksi sedikitnya 2 (dua) orang Direksi, 

dan mempunyai komisaris sedikitnya 2 (dua) orang komisaris sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 92 ayat (4) jo. Pasal 108 ayat (5) UU PT. 

Di dalam sebuah perusahaan yang terdiri atas dua orang pendiri dimana satu 

orang pendiri hanyalah formalitas, hanya memiliki 1% (satu persen) saham di dalam 

praktik seringkali operasional perusahaan dilakukan oleh pendiri. Baik posisi RUPS, 

Direksi, maupun komisaris semuanya diduduki oleh pendiri. Dengan cara membagi 

tugas pendiri yakni ada yang menjalankan fungsi pengurusan dan ada yang menjalankan 

fungsi pengawasan, fungsi pengawasan umumnya dipegang oleh pendiri yang memiliki 

saham minoritas karena hanya formalitas saja. Dengan demikian di dalam Anggaran 

Dasar hanya disebutkan nama pemegang saham mayoritas dan nama direktur masing-

masing menyebutkan nama pemegang saham mayoritas, dan pemegang saham 

minoritas dan  komisaris masing-masing menyebut nama pemegang saham minoritas. 

Kalau Anggaran Dasar demikian sudah lazim di dalam praktik, berarti kedudukan 

ketiga organ Perseroan sebagai kedudukan yang harus independen tidak menjadi 

ketentuan yang memaksa harus ditaati. 

Dengan memperhatikan kewenangan organ – organ Perseroan, seharusnya setiap 

organ Perseroan ditempati oleh orang yang berbeda. Sehingga ada yang mempunyai 

tanggung jawab mengurus dan melaporkan hasil pengurusan aktivitas Perseroan, ada 

yang bertanggungjawab mengawasi, serta ada yang bertanggungjawab meminta 

laporan. Ketidaktegasan di dalam memberlakukan ketentuan organ Perseroan pada 

akhirnya hanya akan menyebabkan permasalahan sebagai berikut : 

1. Sering tidak tegas di dalam menentukan organ komisaris, sehingga kerja Direksi 

tidak ada yang mengawasi. 

2. Posisi RUPS dan Direksi dirangkap oleh satu orang, sehingga tidak perlu ada rapat 

RUPS. Keputusan-keputusan Direksi sering dibuat dengan tanpa pertimbangan 

pihak lain, terdapat monopoli kebijakan didalam melakukan pengurusan 

perusahaan. 

3. Perseroan Terbatas bukanlah Perseroan Terbatas yang sesungguhnya, karena hanya 

permainan satu orang pendiri yang memanfaatkan kelemahan di dalam UU PT, 

dilakukan dengan menyertakan nama orang lain untuk melengkapi jumlah 

pemegang saham meskipun tidak melakukan kontribusi layaknya pemegang saham, 

sedangkan posisi organ dapat ditentukan semaunya. 

4. Di satu sisi akan sulit menjamin sebuah perusahaan berkembang, dan di sisi lain 

penyimpangan-penyimpangan dengan mengatasnamakan perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas akan semakin mungkin terjadi. 

5. Keberadaan Perseroan Terbatas hanyalah dilakukan untuk mencari keuntungan 

sebesar-besarnya dan kalau perlu dilakukan dengan merugikan pihak lain, salah 

satunya dengan cara memisahkan pertanggungjawaban RUPS, komisaris, dan 

Direksi dengan pertanggungjawaban perusahaannya
8
. 

                                                
8

https://hksalam.wordpress.com/2012/11/28/legalitas-rangkap-jabatan-organ-perseroan-sebuah-

konsekuensi-atas-macam-organ-perseroan-dan-batas-minimal-jumlah-pendiri/ diakses tanggal 30 Juli 

2018. 

https://hksalam.wordpress.com/2012/11/28/legalitas-rangkap-jabatan-organ-perseroan-sebuah-konsekuensi-atas-macam-organ-perseroan-dan-batas-minimal-jumlah-pendiri/
https://hksalam.wordpress.com/2012/11/28/legalitas-rangkap-jabatan-organ-perseroan-sebuah-konsekuensi-atas-macam-organ-perseroan-dan-batas-minimal-jumlah-pendiri/
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      Percampuran kedudukan organ Perseroan ini pada akhirnya akan berakibat 

ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan, pengaruhnya adalah tidak 

terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Pendiri akan 

semaunya menentukan aktivitas Perseroan Terbatas, akan terbuka kemungkinan 

melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan Perseroan Terbatas itu sendiri 

atau mendirikan Perseroan Terbatas hanya untuk meminimalisir risiko, dengan 

memanfaatkan prinsip pertanggungjawaban Terbatas pendiri yang hanya dimiliki 

oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, banyak 

perusahaan yang pemegang sahamnya tidak hanya terdiri dari dua pihak. Beberapa 

perusahaan yang pemegang sahamnya lebih dari dua pihak dengan komposisi 

kepemilikan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, untuk bisa menempatkan diri 

sebagai pemegang saham mayoritas, seseorang atau suatu institusi tidak selalu harus 

memiliki porsi di atas 50% (lima puluh persen). 

 

2. Pokok Permasalahan 

 Pokok permasalahan yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan dan ketentuan 

pengangkatan direktur utama yang merangkap sebagai pemegang saham mayoritas 

untuk menghindari benturan kepentingan antar organ Perseroan dan dikaitkan 

dengan peran Notaris dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas tertutup 

agar tindakan yang dilakukan Perseroan terhindar dari benturan kepentingan antar 

organ Perseroan. 

3. Sistematika Penelitian 

 

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian untuk memudahkan pembaca memahami isi artikel. 

Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok 

permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua tentang ketentuan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang terdiri dari syarat dan ketentuan 

Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas, persetujuan pengalihan kekayaan bersih 

Perseroan Terbatas, dan larangan benturan kepentingan akibat adanya jabatan rangkap 

dalam Perseroan Terbatas. Terakhir pada bagian ketiga tentang Penutup yang terdiri 

dari Simpulan dan Saran. 

  

A. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

 

1. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Syarat 

Dan Ketentuan Pengangkatan Tuan A sebagai Direktur Yang Merangkap 

Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Untuk Menghindari Benturan 

Kepentingan Antar Organ PT ARS 

 

 Pengangkatan Direksi dalam Pasal 94 ayat (1) UU PT mengatur bahwa Direksi 

diangkat oleh RUPS. Berdasarkan penjelasan pasal ini juga dikatakan bahwa 

kewenangan RUPS dalam hal pengangkatan Direksi tidak dapat dilimpahkan ke 
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organ Perseroan lainnya. Pengangkatan Direksi tersebut oleh RUPS dapat dilakukan 

dalam beberapa cara sebagai berikut: 

a. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan suara terbanyak 

sebesar yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

b. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan sistem 

penjatahan asalkan cara tersebut ditentukan dalam rapat RUPS. 

c. Diangkat dengan cara mencantumkannya dalam Anggaran Dasar. dalam hal ini 

dilakukan terhadap Direksi yang pertama sekali diangkat. 

Pengangkatan Direksi pertama kali memang dilakukan oleh pendiri, namun 

selanjutnya kewenangan tersebut langsung berpindah kepada RUPS. Ketentuan ini 

bersifat imperative atau memaksa (dwingenrecht, mandatory law). Tidak bisa 

dikesampingkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

Pasal 92 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi sebuah 

Perseroan Terbatas dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Hal ini tergantung dari 

kegiatan usaha apa yang dijalankan oleh Perseroan tersebut. Perseroan yang 

menjalankan usaha yang bersifat umum dapat memiliki satu orang Direksi saja atau 

lebih dari satu orang anggota Direksi. Tidak ada pembatasan banyaknya jumlah 

anggota Direksi dalam undang-undang. Hanya saja ditentukan minimal terdapat satu 

orang Direksi dalam Perseroan tersebut. Untuk Perseroan yang melakukan kegiatan 

usaha tertentu, seperti kegiatan menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, 

Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau 

Perseroan Terbuka, UU PT mewajibkan Perseroan memiliki minimal dua orang 

Direksi atau lebih untuk jenis kegiatan tertentu. 

Dalam Pasal 94 ayat (3) tidak menentukan berapa jangka waktu dalam satu masa 

jabatan seorang Direksi Perseroan. Hanya ditentukan bahwa seorang Direksi 

diangkat harus dalam masa jabatan tertentu dan kemudian dapat diangkat kembali. 

Masa jabatan seorang Direksi biasanya di atur dalam Anggaran Dasar dan jika 

dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan, maka RUPS berwenang untuk menentukan 

masa jabatan tersebut. Mengenai pengangkatan Direksi yang tidak memenuhi syarat 

menurut UU PT menjadikan pengangkatan itu batal karena hukum. Pasal 95 ayat (1) 

menentukan bahwa pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat 

anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya 

persyaratan tersebut. Dalam penjelasan pasal ini, tidak terpenuhinya syarat tersebut 

haruslah berdasarkan bukti yang sah. Jadi, anggota Direksi atau dewan komisaris 

yang mengetahui pengangkatan seorang anggota Direksi tidak memenuhi syarat 

Pasal 93 UU PT, harus mampu membuktikan hal itu dengan alat bukti yang sah 

yang ditentukan Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUH Perdata. Tidak dibenarkan tanpa 

alat bukti menyatakan pengangkatan seorang anggota Direksi tidak memenuhi 

syarat. Tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Direksi atau dewan komisaris 

antara lain: 

(a) Memberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan 

Direksi dan dewan komisaris yang mengetahui tidak terpenuhinya syarat dalam 

suatu pengangkatan seorang anggota Direksi haruslah: 

(i) Memberitahukan hal itu kepada anggota Direksi yang bersangkutan; 

(ii) Pemberitahuan disampaikan dalam bentuk tertulis; 

(iii)Pemberitahuan dilakukan pada saat di ketahui hal tersebut. 

(b) Mengumumkan batalnya pengangkatan dalam surat kabar. 
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Batalnya pengangkatan seorang anggota Direksi, anggota Direksi lain atau dewan 

komisaris harus: 

(i) mengumumkannya dalam surat kabar; 

(ii) jangka waktu pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak 

diketahui tidak terpenuhinya syarat pengangkatan oleh anggota Direksi lainnya atau 

dewan komisaris. 

(c) Memberitahukan pembatalan pengangkatan kepada menteri. 

Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh anggota Direksi dan dewan 

komisaris menyangkut pembatalan pengangkatan, sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) 

UU PT adalah: 

(i) Memberitahukan pembatalan pengangkatan tersebut kepada menteri; 

(ii) Pemberitahuan tersebut agar pembatalan tersebut kemudian dicatat oleh menteri 

dalam daftar Perseroan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) huruf c dalam kategori 

perubahan data Perseroan berdasar penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c. 

Anggota Direksi yang pengangkatannya tidak memenuhi syarat, segera setelah 

dilakukan pemberitahuan disertakan pula surat pembatalan pengangkatannya. 

Akibat hukum atas perbuatan hukum Direksi yang pengangkatannya batal telah 

diatur oleh Pasal 95 ayat (3) dan (4) UU PT. Perbuatan hukum yang dilakukan 

anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, menjadi tetap sah dan mengikat 

(wettig en binhend, lawful and binding), dan menjadi tanggung jawab Perseroan 

untuk memenuhinya. Namun hal ini tidak mengurangi atau menghapuskan tanggung 

jawab dari anggota Direksi tersebut. Sementara, perbuatan hukum yang dilakukan 

anggota Direksi untuk dan atas nama Perseroan setelah pengangkatannya batal, 

yaitu setelah kebatalan pengangkatannya tersebut diterbitkan di surat kabar dan 

telah diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan, kemudian 

perbuatan hukum tersebut menjadi tidak sah menurut hukum (onwettig, unlawful), 

dan perbuatan hukum tersebut tidak mengikat Perseroan dan menjadi tanggung 

jawab pribadi dari anggota Direksi yang bersangkutan. 

 

 PT ARS adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian 

No. 19 tanggal 13 Agustus 2013, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH, MBA, 

sebagai pengganti dari Yulia, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat 

Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 

10/MPDN.JKT.SELATAN/CT/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 (“Anggaran 

Dasar”), yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia (“Menkumham RI”) dengan Surat Keputusan No. 

AHU-33484.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 20 Juni 2013. Mekanisme 

pengangkatan angota Direksi diatur dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT ARS. 

Pengangkatan anggota Direksi untuk pertama kali diangkat pendiri dalam Akta 

Pendirian PT ARS disesuaikan dengan Pasal 94 ayat 2 UU PT. Dalam hal ini, 

berdasarkan Anggaran Dasar PT ARS, pendiri yang dimaksud adalah Tuan A dan 

Tuan B, yang merupakan penghadap untuk membuat akta notariil. Isi dari Akta 

Pendirian PT ARS memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan 

pendirian Perseroan. Yang dimaksud dengan keterangan lain adalah sebagaimana 

terdapat informasi tentang nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 

tempat tinggal, kewarganegaraan Tuan A sebagai Direksi dan Tuan B sebagai 

Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat. Jangka waktu jabatan dari Tuan A 

sebagai Direksi diatur pada Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT ARS, yaitu anggota 
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Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak 

mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya sewaktu-waktu. Berdasarkan Pasal 

20 Anggaran Dasar PT ARS, dapat dilihat bahwa Tuan A merupakan pemegang 

saham mayoritas pada PT ARS dengan jumlah saham sebanyak 11.250 (sebelas ribu 

dua ratus lima puluh) saham, sedangkan Tuan B memiliki saham sebanyak 1.250 

(seribu dua ratus lima puluh) saham. Dalam hal ini Tuan A memiliki persentase 

sebesar 90% (sembilan puluh persen) saham mayoritas pada PT ARS. 

 

2. Persetujuan Pengalihan Kekayaan Bersih Perseroan 

 Mengenai perbuatan hukum untuk menjual aset Perseroan, menurut UU PT 

khususnya dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengalihkan 

kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih 

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain 

maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan Terbatas. 

Perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah untuk pengalihan kekayaan 

bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka 

waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

Melalui RUPS, para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan 

pengendalian terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap 

kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan menejemen Perseroan . 

Secara umum menurut Pasal 1 angka 4 UU PT menjelaskan bahwa RUPS sebagai 

organ Perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 

dewan komisaris, namun dalam batas yang ditentukan oleh UU PT dan atau 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Terhadap kekayaan yang 

dimiliki oleh Perseroan Perbatas merupakan kewajiban para pendiri atau pemegang 

saham untuk menyetor sahamnya masing-masing, baik berupa barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak. Aset yang dimiliki oleh Perseroan merupakan 

kekayaan Perseroan yang dicatatkan didalam buku besar akuntansi perusahaan baik 

berbentuk materill maupun inmaterill. Aset yang dimiliki oleh Perseroan juga 

memiliki fungsi untuk menunjang operasional Perseroan seperti, kendaraan 

operasional atau gedung perkantoran, mesin-mesin pabrik, atau aset Perseroan yang 

tidak berwujud seperti merek atau desain industri yang merupakan hak kekayaan 

intelektual, tidak sedikit aset Perseroan telah mengalami penyusutan nilai karena 

memiliki masa yang sudah cukup tua sehingga Perseroan bermaksud untuk 

mengalihkan aset tersebut dengan penjualan, terkadang Perseroan memilih untuk 

mengalihkan asetnya dengan alasan bahwa aset tersebut tidak begitu diperlukan 

untuk menunjang operasional atau alasan-alasan lain yang masih dalam kepentingan 

Perseroan. Tindakan pengalihan aset merupakan salah satu solusi untuk menghemat 

biaya perawatan aset apalagi aset yang sudah tidak berfungsi dengan baik untuk 

menunjang operasional perusahaan sehingga Perseroan mengambil keputusan untuk 

menjual. Pengalihan aset dengan cara menjual merupakan hal yang sangat riskan 

atau penuh dengan resiko karena aset perusahaan merupakan harta kekayaan 

perusahaan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal 

pendirian Perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembarnya 

maupun diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perusahaan dengan cara 

pembelian aset-aset atau dalam bentuk lainnya, sehingga pengalihan kekayaan 

perusahaan dengan cara penjualan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-

hatian dan memenuhi prosedur yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perseroan 
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atau undang-undang Perseroan. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, 

kewenangan tersebut diberikan kepada Direksi sebagaimana telah diatur didalam 

Anggaran Dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakuan perbuatan 

hukum mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan 

termasuk perbutan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan yaitu 

Direksi. Apabila Direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka perlu 

memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan yakni jika kewenangan diberikan kepada 

direktur utama maka yang bertindak adalah orang perorangan yang melekat pada 

jabatan sebagai Direktur utama. Di samping itu, dalam mewakili Perseroan 

melakukan perbuatan hukum, Direksi harus mendapat persetujuan dari organ-organ 

Perseroan lainnya seperti komisaris atau RUPS, namun perlu dipastikan apakah 

jenis perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum pengurusan atau perbuatan 

hukum mengalihkan, begitupun dengan Anggaran Dasar Perseroan serta UU PT 

yang berlaku sebagai pedomannya. Perbuatan hukum pengalihan kekayaan 

Perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 102 ayat 

(1) UU PT, yang berbunyi: “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau, 

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% 

(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi 

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,” 

Pada ketentuan pengalihan kekayaan kekayaan Perseroan tersebut di atas 

menyebutkan apabila melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan 

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama 

lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS, sementara pada 

ketentuan pada pasal 102 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Perbuatan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat 

Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”. 

Apabila mencermati ketentuan pada Pasal 102 ayat (4) UU PT tersebut, perbuatan 

hukum pengalihan kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) 

memungkinkan dapat dilakukan tanpa persetujuan RUPS dengan syarat sepanjang 

pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 

  

 Dari uraian tersebut diketahui bahwa kewenangan untuk melakukan pengalihan, 

dalam hal ini penjualan aset Perseroan, berada pada Direksi Perseroan, dengan tetap 

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilakukan 

melalui persetujuan Komisaris Perseroan ataupun RUPS, semuanya bergantung 

pada nilai aset dengan memperhatikan ketentuan pengambilan keputusan dalam 

Anggaran Dasar Perseroan. Sebagai informasi tambahan, persetujuan RUPS 

mengenai pengalihan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

ayat (1) UU PT dapat diindahkan atas dasar pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan 

yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta bidang usaha yang disebutkan dalam 

Anggaran Dasarnya. misalnya, penjualan rumah oleh perusahaan real estate, 

penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventori) oleh 

perusahaan distribusi atau perusahaan dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 

ayat (3) UU PT. 

 

Dalam hal pengalihan aset Perseroan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) maka 

Direksi dapat langsung melakukan penjualan aset dan perbuatan hukum tersebut 
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tetap mengikat Perseroan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) UU 

PT. Akan tetapi, apabila hal ini ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU PT, yang mana harus terlebih dahulu 

mendapatkan persetujuan komisaris, maka sebelum pengalihan aset tersebut harus 

memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. Dalam 

hal pengalihan aset dimaksud lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah 

kekayaan bersih Perseroan, maka pengalihan aset tersebut wajib untuk mendapatkan 

persetujuan RUPS terlebih dahulu, dengan ketentuan tetap memenuhi ketentuan 

yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Pasal 98 ayat (4) jo. Pasal 89 ayat (1) UU 

PT yaitu RUPS dilangsungkan dengan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan 

keputusan RUPS dimaksud dapat dinyatakan sah jika disetujui paling sedikit 3/4 

(tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar 

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan 

keputusan RUPS yang lebih besar. Kewenangan untuk melakukan pengalihan, 

dalam hal ini penjualan aset Perseroan, berada pada Direksi Perseroan, dengan 

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Mengenai persetujuan 

Komisaris Perseroan ataupun RUPS semuanya bergantung pada nilai aset dengan 

memperhatikan ketentuan pengambilan keputusan dalam Anggaran Dasar 

Perseroan. Persetujuan RUPS mengenai pengalihan kekayaan Perseroan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT dapat diindahkan atas dasar 

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta 

bidang usaha yang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya. misalnya, penjualan 

rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan 

penjualan barang dagangan (inventori) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan 

dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (3) UU PT.Dalam praktiknya, 

banyak perusahaan yang pemegang sahamnya tidak hanya terdiri dari dua pihak. 

Beberapa perusahaan yang pemegang sahamnya lebih dari dua pihak dengan 

komposisi kepemilikan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, untuk bisa 

menempatkan diri sebagai pemegang saham mayoritas, seseorang atau suatu 

institusi tidak selalu harus memiliki porsi di atas 50% (lima puluh persen). Dalam 

banyak kasus, pemegang saham yang hanya memiliki 25% (dua puluh lima persen) 

atau 30% (tiga puluh persen) sudah bisa tampil sebagai pemegang saham mayoritas 

sekaligus pemegang saham pengendali (controlling shareholders). Namun demikian, 

kenyataannya terkadang pemegang saham mayoritas belum tentu secara otomatis 

menjadi pemegang saham pengendali. Misalnya sebuah perusahaan XYZ, 

pemegang sahamnya terdiri dari empat pihak A, B, C dan D. Komposisi sahamnya 

terdiri dari pemegang saham A sebesar 20% (dua puluh persen), B sebesar 30% 

(tiga puluh persen), C sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dan D sebesar 15% 

(lima belas persen). Secara kasat mata, tidak bisa dibantah bahwa C adalah 

pemegang saham mayoritas. Namun dalam realitasnya, terutama dalam mekanisme 

pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bisa saja 

pemegang saham A, B, dan D berkoalisi dan tampil sebagai pemegang saham 

pengendali. Kepemilikan saham C yang sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tidak 

cukup untuk mengalahkan komposisi gabungan A, B, dan D. Dalam contoh ini, A, 

B, dan D secara bersama-sama tampil sebagai pemegang saham mayoritas dan 

sekaligus sebagai controlling shareholders dengan total kepemilikan saham 65% 

(enam puluh lima persen). Sedangkan C hanya sebagai pemegang saham minoritas. 
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Pada banyak perusahaan publik di Indonesia umumnya pemegang saham pengendali 

(controlling shareholders) masih dikuasai oleh keluarga atau pendiri. Oleh karena 

itulah, controlling shareholders di Indonesia biasanya hanya terdiri dari satu pihak. 

Kalaupun controlling shareholders itu terdiri dari beberapa pihak, biasanya di antara 

mereka masih ada hubungan afiliasi atau hubungan darah, baik secara horisontal 

maupun vertikal. Jarang sekali ada controlling shareholders yang terdiri dari 

beberapa pihak. Dalam rangka mengetahui terjadinya adanya benturan kepentingan 

atas jabatan rangkap Organ Perseroan, maka perlu dilakukan pembahasan atas 

pengaturan dan pengawasan untuk mencegah adanya benturan kepentingan oleh 

pemegang saham mayoritas yang diangkat sebagai direktur utama Perseroan 

Terbatas tertutup. 

 

 

3. Analisis Terhadap Peran Notaris Untuk Menghindari Benturan  Kepentingan 

Atas Pengangkatan Tuan A Sebagai Direksi Yang Juga Merupakan Pemegang 

Saham Mayoritas 

 

  

  Di dalam kerangka organ Perseroan, pemegang saham (shareholders) 

berkedudukan sebagai pemilik perusahaan. Kepemilikan, baik pribadi atau badan 

hukum, diwujudkan dengan saham sebagai bukti identitas kepemilikan. Dengan 

saham menjadikannya berhak menghadiri dan mengeluarkan suaranya  dalam 

RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan 

menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPT. Hak-hak 

pemegang saham sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) UU PT bahwa dalam RUPS, 

pemegang saham dapat menyatakan pendapatnya, menerima keuntungan RUPS 

dalam bentuk dividen dan menerima sisa kekayaan dari terjadinya likiudasi 

perusahaan.  Kedua, terdapat hak-hak lain yang tersebar (di luar hak-hak yang 

pertama) yang diatur beberapa pasal dalam UU PT. Kedua hak-hak itu menunjukkan 

bahwa UU PT tidak bermaksud mengatur hak-hak pemegang saham dalam bab 

tersendiri dan tidak terintegrasi pengaturannya. Hal itu dapat dijelaskan bahwa hak-

hak lain tersebut antara lain: 

a. Hak Perseorangan (Personal Rights) 

Hak  ini telah diatur oleh Pasal 61 ayat (1) UU PT yang antara lain menentukannya 

bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke 

Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak 

adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau 

Dewan Komisaris. Hak ini menjadi dasar hukum gugatannya pemegang saham 

terhadap Perseroan. Namun, gugatan tersebut harus ada dasar dan alas haknya. 

Artinya menggugatnya pemegang saham adalah bagian dari akibat dan telah terjadi 

keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang merugikannya. Dengan 

demikian, kerugian menjadi prasyarat untuk menggugat Perseroan dan sebaliknya 

ketidakadan kerugian menjadikan hak-hak pemegang saham menggugat menjadi 

gugur. Gugatan pemegang saham dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan yang digugat. 

b. Hak Menilai Harga Saham (Appraisal  Right) 

 Hak ini telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT menentukan bahwa setiap 

pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dapat dibeli 
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dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan 

Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa tindakan 

perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang 

mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, 

atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Hak ini adalah 

hak dasar, sebagai pemilik saham, untuk membela kepentingannya dalam hal 

pemegang saham menolak beberapa tindakan Perseroan, sebagaimana diatur Pasal 

62 ayat (1) UU PT yang dapat merugikannya. Untuk itu, maka tindakan tidak setuju 

itu harus diatasi dengan pembelian sahamnya dengan harga yang wajar sebagai 

alternatif terjadinya penolakan tersebut. 

c. Hak Meminta Didahulukan (Pre-Emptive Right) 

 Hak ini telah diatur Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang menentukan 

bahwa saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu 

ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham 

untuk klasifikasi saham yang sama; dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk 

penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah 

dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham 

sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Hak ini juga dikenal 

dengan hak utama pemegang saham untuk meminta didahulukannya dalam membeli 

atau berpatisipasi terhadap saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam 

rangka peningkatan modalnya. Hak ini menjadi wajar untuklah diatur, karena 

sebagai pemegang yang telah ada sebelum (existing shareholders) terhadap rencana 

peningkatan modal Perseroan, maka harus terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. 

Apabila pemegang saham yang ada menolak dan tidak berkehendak membelinya, 

maka barulah ditawarkan kepada pihak ketiga diluar pemegang saham yang ada. 

Dalam kerangka ini, maka harga yang akan  ditawarkan kepada pemegang saham 

harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. 

d. Hak Gugatan Derivatif (Derivative Right) 

  Hak ini diatur melalui Pasal 97 ayat (6) untuk gugatan terhadap Direksi dan 

Pasal 114 ayat (6) gugatan terhadap Komisaris Perseroan. Melalui kedua ketentuan 

ini diatur bahwa pemegang untuk dan atas nama Perseroan (tidak untuk kepentingan 

diri pribadi) yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham 

dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 

terhadap anggota Direksi atau Komisaris dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya 

menimbulkan kerugian terhadap Perseroan. Hak pemegang saham ini adalah bukti 

dalam keterlibatan langsung pemegang saham untuk mengkoreksi dan memperbaiki 

kesalahan dan adanya kemungkinan terjadinya kerugian Perseroan. Dengan gugatan 

ini apabila dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari 

tergugat adalah Perseroan itu sendiri dan bukan pemegang saham yang menggugat 

dengan jalan gugatan derivatif ini. Artinya, sifat utama gugatan derivatif adalah 

demi dan untuk memperbaiki Perseroan. Sebab, jika ada inisiatif yang 

memperbaikinya, maka kerugian Perseroan akan menjadi bertambah-tambah dan 

tidak ada yang dapat menghentikannya. Solusi hal ini dapat dicari jalan keluarnya 

dengan gugatan deriviatif dari pemegang saham. 

e. Hak Pemeriksaan (Enqueterecht) 

 Hak ini telah diatur khusus pada Pasal 138 ayat (3) UU PT yang menyatakan 

bahwa permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan 1 (sleh atu) pemegang 

saham atau lebih yang telah mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian 



15 
 

Universitas Indonesia 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; pihak lain yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan 

diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau kejaksaan 

untuk kepentingan umum. Dengan dasar ini pemegang saham diberikan hak UUPT 

untuk melakukan proses audit atau pemeriksaan langsung terhadap Perseroan 

dengan tujuan mendapatkan keterangan dalam hal terjadinya dugaan bahwa 

Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan 

hukum yang akan merugikan pemegang saham dan pihak ketiga. Untuk  

menjalankan hak-hak itulah, maka pemegang saham dapat mengajukannya 

permohonan secara tertulis, beserta dengan alasannya, kepada Pengadilan Negeri 

yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana kedudukan Perseroan berada. 

Melalui hak ini memungkinkan pemegang saham dapat mengetahui dengan jelas 

dan langsung ke permasalahan yang terjadi tentang perbuatan melawan hukum, 

sehingga dapat berusaha mencegah dan menekan kerugian yang akan dapat terus 

terjadi di dalam internal perseoan. 

f. Hak meminta mengadakan RUPS 

  Hak untuk mengadakan RUPS ini dengan telah diatur Pasal 79 ayat (2) UU PT 

yang menentukan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dimintakan oleh 1 (satu) 

orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu 

persepuluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali 

Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Kehendak pemegang 

saham itu harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat dan disertai alasannya 

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Direksi di dalam jangka waktu paling 

lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal permintaan penyelenggaran RUPS, maka 

wajib melakukan pemanggilan RUPS. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris 

tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas), maka 

pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan 

permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan dimana Perseroan berada untuk menetapkan pemberian izin 

kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Dengan hak ini, 

maka hak untuk menyelenggarakan RUPS tidak Terbatas dari Direksi, tetapi dapat 

juga dimintakan penyelenggarannya oleh pemegang saham dengan jumlah 

kepemilikan saham tertentu. Artinya, pemegang saham tidak saja memilik hak untuk 

mengeluarkan suaranya di dalam RUPS, tetapi pemegang saham juga dapat 

mengusulkan diadakannya RUPS dalam hal, misalnya, Direksi tidak mengadakan 

RUPS Tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan para 

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah berakhir. 

g. Hak meminta pembubaran Perseroan 

   Hak ini telah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU PT yang menentukan bahwa  

Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 

paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Hak ini ada, 

karena memang hak pemegang saham untuk mendirikan Perseroan, tetapi sekaligus 

juga menjadi hak pemegang saham membubarkannya. Terdapat banyak alasan 

mengapa membubarkan Perseroan, namun dalih untuk membubarkan Perseroan 

dapat juga disebabkan karena setelah menjalankan kegiatan dalam waktu lama 

perkembangan dan kemajuan usahanya tidak maju-maju dan bahkan mundur, 

sehingga usahanya tidak dapat bertahan lama dan mengalami kerugian terus 
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menerus, sehingga dengan keadaan yang demikian memaksa pemegang saham tidak 

berkehendak lagi melanjutkan aktivitas usahanya. Dengan kata lain lebih baik 

Perseroan dibubarkan saja. Telah diaturnya hak ini juga menjadi dasar hukum bagi 

pemegang saham untuk membubarkan diri, dengan harus persetujuan RUPS terlebih 

dahulu, sebagai persetujuan bersama dari seluruh pemegang saham untuk 

menyetujui membubarkan diri usahanya. 

 Dengan memperhatikan keseluruhan penjelasan diatas, maka pemegang saham 

memiliki 10 (sepuluh) hak yang telah diatur dalam UU PT. Kesepuluh hak-hak itu 

tidak diatur di dalam bab dan/pasal tersendiri dalam UU PT, tetapi diuraikan dan 

masuk ke berbagai pengaturan pasal dan bab yang berbeda-beda. Perusahaan dengan 

jenis Perseroan Terbatas menganggap pemilik saham sebagai pemiliknya, dimana 

pemilik saham terbagi lagi menjadi mayoritas dan minoritas. Pemegang saham 

minoritas tidak memiliki hak sebanyak pemegang saham mayoritas. Dapat 

dimungkinkan terjadi pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas yang 

dapat merugikan pemegang saham minoritas, terutama jika pemegang saham 

mayoritas tersebut dapat menjalankan kontrol sepenuhnya terhadap tindakan 

Perseroan melalui jabatan Direksi yang diduduki oleh pemegang saham mayoritas. 

Oleh karena itu untuk melindunginya, Pemerintah melalui UU PT mengatur hak-hak 

dari pemegang saham. Apabila Direksi dan/atau komisaris melakukan perbuatan 

yang dianggap tidak adil akibat dari hasil keputusan RUPS, para pemegang saham 

minoritas dapat mengajukan gugatan hukum. Tetapi mereka yang mengajukan harus 

memiliki saham pada perusahaan dengan persentase minimal 10% (sepuluh persen). 

Jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui terjadinya perubahan anggran 

dasar atau adanya pengalihan kekayaan bersih Perseroan lebih dari 50% (lima puluh 

persen) ataupun perusahaan sedang melakukan penggabungan, peleburan, 

pemisahan dan pengambilalihan, penggunaan hak appraisal (menilai) oleh 

pemegang saham dilakukan dengan meminta perusahaan membeli sahamnya sesuai 

dengan harga wajar. Pada Anggaran Dasar Perseroan telah diatur bahwa penerbitan 

saham tambahan harus mendapat persetujuan oleh pemegang saham dan ditawarkan 

terlebih dahulu kepada mereka. Hak untuk mendapatkan penawaran pertama kali 

inilah yang disebut dengan hak pre emptive. Hak ini bertujuan agar tidak terjadi 

pengambilalihan perusahaan oleh manajemen karena pembelian secara pribadi 

maupun menghidari terjadinya dilusi harga saham yang merugikan. Hak ini diatur 

dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) UU PT. Sehingga pemegang saham mayoritas yang 

menduduki jabatan Direksi dapat berpotensi memiliki kekuasaan dalam menentukan 

tindakan Perseroan yang diwakili oleh Direksi, dengan memberikan persetujuan 

melalui RUPS berdasarkan hak suara yang ada/ melekat pada kepemilikan 

sahamnya. 

 

 Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar PT ARS yang mengatur tentang Tugas dan 

Wewenang Direksi, memuat ketentuan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan 

RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima 

puluh persen) dari aset Perseroan. Persetujuan RUPS ini tidak menjadi kendala bagi 

Tuan A jika Tuan A dalam jabatannya sebagai Direksi mewakili Perseroan, 

melakukan pengalihan kekayaan Perseroan dengan cara menjual aset Perseroan. 

Karema pengambilan keputusan RUPS pada PT ARS tersebut sudah tentu dapat 

dikendalikan oleh Tuan A yang memiliki/ menguasai 90% (sembilan puluh persen) 

saham dalam PT ARS. Sehingga Tuan A dalam jabatannya selaku Direktur, dapat 
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mengalihkan kekayaan PT ARS berdasarkan keputusan RUPS yang dapat 

dikendalikannya. Pengalihan aset dengan cara menjual merupakan hal yang sangat 

riskan atau penuh dengan resiko karena aset perusahaan merupakan harta kekayaan 

perusahaan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal 

pendirian Perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembarnya 

maupun yang diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perusahaan dengan cara 

pembelian aset-aset atau dalam bentuk lainnya, sehingga pengalihan kekayaan 

perusahaan dengan cara penjualan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-

hatian. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan 

kepada Tuan A dalam jabatannya sebagai Direksi sebagaimana telah diatur di dalam 

Anggaran Dasar PT ARS, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan 

perbuatan hukum mewakili PT ARS baik di dalam maupun di luar pengadilan 

termasuk perbutan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan, 

diberikan kewenangannya kepada Tuan A. Dalam pembuatan akta pendirian, 

Notaris berperan untuk memastikan bahwa pengangkatan Tuan A sebagai Direktur 

yang merupakan pemegang saham mayoritas, tidak mengandung unsur kepentingan 

di luar kepentingan menjalankan tugas pengurusan Perseroan. Terutama dalam hal 

pemberian kewenangan Direktur dalam mengalihkan kekayaan bersih Perseroan, 

yang mana walaupun disetujui oleh RUPS, namun jika RUPS itu sendiri dikuasai 

oleh Tuan A sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki hak suara secara 

dominan, maka Notaris perlu memberikan penyuluhan hukum/ mengedukasi bahwa 

tindakan pengalihan kekayaan bersih Perseroan tersebut berpotensi mengandung 

unsur ultra vires ataupun adanya benturan kepentingan di luar dari kepentingan PT 

ARS. 

 

  Doktrin ultra vires yang dihubungkan dengan PT ARS merupakan permasalahan 

yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan 

pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang  mengandung ultra 

vires adalah batal (nullity) yaitu:  

a. Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang 

mengandung ultra vires; 

b. Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan good faith, hal 

itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau 

transaksi yang mengandung ultra vires, semestinya pihak ketiga itu harus 

melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas Perseroan yang 

tercantum dalam AD. Hal ini dapat dilakukannya dalam Daftar Perseroan. 

  

Jadi, tindakan Tuan A selaku Direksi dibatasi oleh tujuan PT ARS, kapasitas PT 

ARS mengadakan kontrak atau transaksi hanya sebatas pada tujuan yang ditentukan 

dalam Anggaran Dasar. Di luar itu, sudah berada di luar kapasitas PT ARS yang 

dapat dikatagorikan sebagai ultra vires dan batal karena hukum. Sehubungan 

dengan itu, sesuai dengan doktrin ultra vires:  

a. Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang ultra vires; 

b. Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya; 

c. Juga RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang 

mengandung ultra vires. 

 Secara sederhana, dapat disimpulkan ultra vires itu adalah tindakan Direksi di 

luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam 
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Anggaran Dasar. Apabila Tuan A selaku pengurus atau Direksi PT ARS 

melakukan ultra vires, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang 

melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan yang  ditentukan dalam 

Anggaran Dasar, undang-undang memberi hak kepada setiap  pemegang saham 

mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri.  Hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 61 UU PT. Artinya jika Tuan A selaku Direksi (yang mewakili 

Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan melakukan perbuatan ultra 

vires, maka bisa digugat oleh pemegang saham. Gugatan yang diajukan pada 

dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang 

merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat 

yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. 

Selain itu, sehubungan dengan kewenangan Tuan A untuk menjalankan pengurusan 

PT ARS sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam Pasal 92 

ayat (1), dan Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT. Perlunya pengaturan mengenai 

ultra vires pada dasarnya adalah untuk mendukung prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG). Dimana prinsip GCG dapat diwujudkan dalam bentu konkret 

antara lain dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang 

disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ-organ perusahaan, serta 

menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi secara jelas sehingga kinerja perusahaan 

maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif
9
. Menjadi 

permasalahan bila antara kewenangan yang dimiliki organ perusahaan dalam hal 

pengurusannya tidak dipahami bedanya dengan tindakan Direksi Tuan A yang 

menyimpang dari maksud dan tujuan PT ARS yang dirumuskan dalam anggaran 

 dasar. Kemungkinan bahwa tindakan Direksi sesungguhnya tidak melampaui 

maksud dan tujuan atau kegiatan PT ARS, tetapi tindakan hukum tersebut 

dilakukan Direksi dengan melampaui batas kewenangan Direksi Tuan A di dalam 

mewakili PT ARS, yang menyebabkan perbuatan tersebut menjadi diragukan 

keabsahannya
10

. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT ARS tentu secara 

kontinuitas berkembang terus, mengikuti kepentingan usahanya sebagai badan 

hukum. Banyak relevansi hukum yang diakibatkan dari maksud dan tujuan yang 

tertuang dalam Anggaran Dasar PT ARS. Tidak terhindar tentunya berkenaan 

dengan kontrak-kontrak yang dibuat oleh PT ARS tersebut, berkenaan dengan 

hubungannya dengan pihak lain dan transaksi bisnis yang semakin berkembang
11

. 

Jika Tuan A yang mewakili PT ARS melakukan tindakan ultra vires atau 

melampaui kewenangnnya, hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum 

yang harus pula diselesaikan melalui ketentuan hukum. Bila hal ini dilakukan, 

misalnya oleh Tuan A selaku Direksi maka PT ARS dapat meminta 

pertanggungjawaban Direksi yaitu Tuan A atas kerugian yang diderita PT X dan 

hubungannya dengan pihak ketiga. Sesuai dengan teori fiksi, bahwa konsekuensi 

yuridis ultra vires (yang dilakukan Direksi) adalah Tuan A selaku Direksi harus 

mentaati transaksi yang telah dibuatnya; jika dari transaksi tersebut ada 

keuntungan, maka harus diserahkan pada PT ARS; dan jika pihak ketiga menderita 

                                                
 

9
 Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hal. 72 

 
10

A.P. Pohan, Menyibak tirai kemandirian Perseroan Terbatas, diss, Universitas Airlangga, 

2003, Hal. 96. 
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 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2007, 

Hal. 3 
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kerugian, maka Tuan A selaku Direksi harus menggantinya bahkan pemegang 

saham dapat menggugatnya. 

 

 Prinsip piercing the corporate veil dapat menunjang terwujudnya dalam rangka 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham. Prinsip piercing the 

corporate veil tersebut dapat membatasi atau mencegah perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan pemegang saham, komisaris, dan Direksi yang memanfaatkan 

fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan 

Perseroan. Akibat hukum prinsip piercing the corporate veil terhadap tanggung 

jawab Perseroan Terbatas apabila dilanggar menyebabkan tanggung jawab 

Perseroan yang tadinya Terbatas menjadi unlimited liability (tanggung jawab tidak 

Terbatas) hingga sampai harta pribadi dari pemegang saham. Dalam 

perkembangannya, tanggung jawab hukum tidak Terbatas ini dapat dibebankan 

kepada organ Perseroan lainnya, seperti komisaris atau Direksi apabila terlibat 

dalam pelanggaran prinsip piercing the corporate veil. Dengan penerapan tanggung 

jawab pribadi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil maka menjadi 

kewajiban hukum dari organ Perseroan meliputi Direksi, pemegang saham, dan 

komisaris yang menyalahgunakan wewenang untuk bertanggung jawab sampai 

pada harta kekayaan pribadi serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi stakeholders (para pemangku kepentingan) yang dirugikan atas kegiatan usaha 

yang dijalankan para organ Perseroan. Prinsip-prinsip Organic for Economic 

Corporation and Development (OECD) berkenaan dengan GCG mencakup lima 

bidang utama, yaitu: 

1. hak para pemegang saham (shareholders) dan perlindungannya 

2. peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) lainnya 

3. pengungkapan (disclosure) yang akurat dan tepat waktu 

4. transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi Perseroan 

5. tanggung jawab dewan (maksudnya dewan komisaris maupun Direksi) 

terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya. 

 

  Secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai  perlakuan 

yang setara (equitable treatment atau fairness), transparansi (transparency), 

akuntabilitas (accountability), dan responsibilitas (responsibility). Tanggung  jawab  

dalam  Perseroan Terbatas pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam 

Perseroan Terbatas tersebut. Terbatas (limited), yakni Terbatas dari segi tanggung 

jawabnya. Dengan demikian, para pemegang saham, anggota Direksi atau dewan 

komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya, jika ada gugatan 

dari pihak manapun, harta pribadi dari pemegang saham, anggota Direksi atau 

dewan komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita. Namun, 

pertanggungjawaban Terbatas tersebut tidaklah mutlak karena adanya prinsip 

piercing  the corporate veil. Penerapan piercing the corporate veil ke dalam 

tindakan Perseroan Terbatas menyebabkan tanggungjawab hukum tidak hanya 

dimintakan dari Perseroan Terbatas tersebut, tapi pertanggungjawaban hukum 

dapat juga dimintakan kepada pemegang sahamnya, bahkan dalam 

pengembangannya penerapan prinsip piercing  the  corporate  veil juga 

membebankan tanggung jawab hukum kepada anggota Direksi atau dewan 

komisaris. Keadaan ini memberikan suatu pemahaman bahwa tidak selamanya 
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transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU PT merupakan inisiatif dari 

pemegang saham, melainkan dapat mengemuka dikarenakan adanya inisiatif yang 

timbul, baik dari kalangan pengurus maupun pengawas Perseroan Terbatas. 

Sehingga segala sesuatu terjadi tidak secara serta merta, melainkan diperlukan 

adanya suatu proses pembuktian terlebih dahulu. Kendala yang mungkin dihadapi 

adalah jika ternyata Perseroan Terbatas dimaksud dimiliki oleh keluarga, baik 

pengurus maupun pengawasnya berasal dari kalangan keluarga yang bersangkutan. 

Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaturan yang spesifik terhadap eksistensi 

pendirian Perseroan Terbatas oleh pihak yang berstatus sebagai keluarga. Selain 

dari pembebanan permasalahan piercing  the  corporate  veil pada Direksi dan 

dewan  komisaris sehubungan  dengan eksistensi Pasal 36 UU PT maka GCG 

memiliki pendekatan lain, yakni seputar permasalahan kepemilikan dan 

pengendalian (ownership dan  control). Pemegang saham yang memiliki kontrol 

sebenarnya memiliki insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan  serta  

manajemen  yang memberikan pengaruh positif bagi corporate governance. 

Sebaliknya, pemegang saham pengendali juga berpotensi untuk berkonflik dengan 

pemegang saham lain, khususnya pemegang saham minoritas. Konflik ini akan 

memberikan akibat buruk ketika pengendali perusahaan melakukan eksploitasi 

perusahaan yang dikontrolnya, dengan beban biaya yang juga ditanggung para 

pemegang saham lain, khususnya para pemegang saham minoritas. Pemegang 

saham minoritas bukan satu-satunya korban, pengendali perusahaan sendiri akan 

menanggung beban biaya dari buruknya corporate governance dalam bentuk 

rendahnya valuasi atas nilai saham yang dimiliki pada perusahaan bersangkutan, 

Terbatasnya akses ke pasar saham, dan kesulitan dalam mewujudkan rencana-

rencana bisnis serta mengakses potensi pasar yang ada di luar. Agar  memiliki  

kemampuan  dalam melakukan kontrol, pengendali perusahaan tidak harus 

memiliki lebih dari 50% hak suara. Kombinasi para pemegang saham antara 

pengendali perusahaan dengan pemegang saham yang pasif (yang tidak 

menggunakan hak  suaranya),  dapat  mengendalikanperusahaan dengan hak suara 

30% atau bahkan kurang. Cara lainnya adalah menggunakan saham dengan hak 

suara khusus, misalnya pengendali hanya memiliki 10% saham, tetapi tiap saham 

memiliki 10 hak suara, sedangkan 90% saham yang dipegang para pemegang 

saham lainnya hanya memiliki satu suara per lembar saham. Dari contoh ini, 

pengendali yang hanya memiliki 10% dapat memiliki hak suara di atas 50%, tetapi 

hanya memperoleh 10% dari keseluruhan dividen perusahaan . Misalnya Mr. Z 

sebagai pengendali menggunakan transaksi antara perusahaan A dan perusahaan C 

untuk kepentingan ekonomis pribadinya. Para pihak yang melakukan transaksi, 

dibuat seolah-olah terlihat tidak memiliki hubungan afiliasi. Perusahaan-

perusahaan yang didirikan di luar negeri, yang struktur kepemilikannya tidak 

diketahui secara jelas, sering digunakan dalam banyak transaksi,seperti tunneling . 

Transaksi seperti ini secara teknis masih dianggap sah, tetapi bagaimanapun juga 

hadirnya tunneling terjadi karena lemahnya hak-hak pemegang  saham. Tunneling  

saat  ini merupakan tantangan bagi regulator dan pengadilan.  Regulator  dan  

pengadilan membutuhkan sumber daya dan keahlian yang cukup dalam memeriksa 

transaksi yang seolah-olah wajar, tetapi sebenarnya merugikan pemegang saham 

minoritas . Selain seputar pembebanan prinsip piercing the  corporate  veil, secara 

umum transaksi perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan atau Anggaran Dasar pada umumnya dideskripsikan sebagai tindakan 
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ultra  vires. Dalam bahasa umumnya dikenal sebagai suatu pelampauan 

kewenangan dari suatu Perseroan Terbatas. Terminologi ultravires dipakai 

khususnya pada tindakan Perseroan yang melebihi kekuasaan yang diberikan oleh 

Anggaran Dasar atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan Perseroan 

tersebut. Dalam pasal-pasal UU PT tidak ada dinyatakan tegas atau secara eksplisit 

bahwa tanggung jawab Direksi Terbatas. Namun demikian, sebagaimana halnya 

tanggung jawab Terbatas pemegang saham, juga berlaku terhadap anggota Direksi. 

Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal  97 ayat (5) UU PT secara acontrario, yang 

dapat diartikan bahwa apabila anggota Direksi tidak bersalah dan tidak lalai 

menjalankan tugasnya, maka ia tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi. Jadi 

anggota Direksi tidak secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian 

itu. Direksi memiliki tanggung jawab yang Terbatas sama seperti tanggung jawab 

pemegang saham Perseroan. Untuk memberikan ilustrasi korelasi antara Pasal 36 

UU PT dengan teori piercing the corporate veil maka terlihat faktor-faktor yang 

dapat menciptakan adanya hubungan-hubungan dimaksud. Terdapat  beberapa  

contoh  yang mengindikasikan bahwa pemegang saham yang memiliki kontrol 

sebenarnya mempunyai insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan 

serta manajemen yang memberikan pengaruh positif bagi corporate governance. 

Kendali semacam ini lebih dikenal sebagai suatu bentuk control of ownership. 

Sebaliknya, pemegang saham pengendali juga berpotensi untuk berkonflik dengan 

pemegang pemegang saham lain, khususnya pemegang saham minoritas. 

Pengendali perusahaan dapat melakukan kontrol, tanpa harus memiliki lebih dari 

50% hak suara. Kombinasi para pemegang saham antara pengendali perusahaan  

dengan pemegang saham yang pasif (yang tidak menggunakan hak suaranya), 

dapat mengendalikan perusahaan dengan hak suara 30% atau bahkan kurang atau 

dengan cara menggunakan saham dengan hak suara khusus. Misalnya, setiap satu 

saham memiliki 10 hak suara, sedangkan saham-saham lain yang dipegang para 

pemegang saham lainnya, hanya memiliki satu suara per lembar saham. Dari 

contoh ini, pengendali yang hanya memiliki saham 10% dapat memiliki hak suara 

di atas 50%. Permasalahan lain yang timbul terhadap peristiwa terjadinya 

kepemilikan silang (crossholding) dapat langsung menunjuk pemegang saham 

sebagai pelaku atau sebaliknya. Pemegang saham berdasarkan teori ini pada 

prinsipnya dapat langsung dimintakan  pertanggungjawaban atas kemungkinan 

pelanggaran yang dilakukannya sehubungan dengan adanya peluang control of 

ownership. Namun demikian, Direksi pun selaku organ terdepan dari perusahaan 

dapat dipertanyakan kinerjanya sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk 

melakukan pengurusan Perseroan Terbatas. Keadaan ini memicu biasnya 

pemikiran, di satu sisi pemegang saham lebih memiliki kepentingan akan 

perusahaan yang dimilikinya, sedangkan  di  lain  pihak  Direksi  atas kewenangan 

pengurusan Perseroan yang diberikan kepadanya justru terbuka peluang untuk  

melakukan  berbagai  bentuk penyimpangan yang mengatasnamakan kepentingan 

bisnis, sehingga perangkat perundang-undangan menjadi terabaikan. Memang 

prinsip piercing the corporate veil beranjak dari perbedaan substansial antara 

kepentingan pemegang saham dengan kepentingan Perseroan Terbatas. Oleh 

karenanya, ada suatu kondisi bahwa kehendak pemegang saham melampaui 

kehendak dari sebuah Perseroan Terbatas, yaitu dengan mempergunakan Perseroan 

Terbatas hanya sebagai alat/ kendaraan untuk menjalankan kepentingan pemegang 

saham semata dan mengabaikan berbagai kepentingan perundang-undanganyang 
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berlaku. Salah satu penyimpangan tersebut terkait dengan kepemilikan silang 

(crossholding). Sementara itu, Direksi dalam menjalankan tindakan kepengurusan 

pun memiliki otoritas untuk dapat menjalankan transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh Perseroan Terbatas. Atas alasan pembenar untuk mengamankan  bisnis 

perusahaan, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan 

struktur transaksi crossholding. Apabila terbukti demikian maka Direksi dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya, bahkan sampai kepada tanggung jawab 

pribadi karena telah melakukan  perbuatan  yang  melanggar ketentuan Pasal 36 

UU PT dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Apalagi terhadap 

transaksi tersebut ternyata berakibat pada kerugian Perseroan. Pengecualian 

diberikan sepanjang Direksi telah menjalankan fungsi fiduciary secara konsisten, 

sehingga terhadapnya dapat dikecualikan sebagai pihak yang dibebani tanggung 

jawab atas peristiwa transaksi crossholding jika memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat 

(5) UU PT. Meskipun demikian, terhadap praktek crossholding kecil kemungkinan 

Direksi tidak terlibat di dalam transaksinya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Berdasarkan UU PT, komisaris juga dapat dijadikan sebagai objek 

berlakunya teori piercing the  corporate veil. Bila ditinjau dari Pasal 114 UU PT, 

komisaris sebagai pengawas Perseroan Terbatas juga memiliki kewajiban fidusia 

(fiduciary duty). Kendala yang paling mungkin terjadi bagi pihak ketiga yang 

berada di luar manajemen suatu Perseroan Terbatas, yaitu bagaimana seseorang 

dapat mengetahui bahwa suatu Perseroan Terbatas telah melakukan pelanggaran 

Pasal 36 UU PT. Khususnya mengingat bahwa sulitnya peluang pihak ketiga untuk 

mengetahui suatu transaksi yang dibuat oleh Perseroan Terbatas. Alasannya tidak 

lain terhadap transaksi-transaksi ini akan berstatus sangat rahasia bagi pihak yang 

terlibat di dalamnya yang lazim terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Akibat 

hukum prinsip piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab Perseroan 

apabila dilanggar menyebabkan tanggungjawab Perseroan yang tadinya Terbatas 

pada modal disetor saja menjadi tanggung jawab yang tidak Terbatas hingga 

sampai harta pribadi dari pemegang saham. Dalam perkembangannya, tanggung 

jawab hukum tidak Terbatas ini dapat dibebankan kepada organ perusahaan, seperti 

komisaris atau Direksi apabila komisaris atau Direksi tersebut juga terlibat dalam 

pelanggaran prinsip piercing the  corporate veil. Dengan penerapan tanggung jawab 

pribadi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, maka akan terlihat adanya 

suatu kewajiban hukum dari pihak organ Perseroan yang menyalahgunakan 

wewenang untuk bertanggung jawab secara pribadi sampai pada harta kekayaan 

pribadi serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang 

dirugikan atas transaksi yang dijalankan para organ Perseroan. 

C. PENUTUP 

1. Simpulan 

1.1.  Dalam UU PT tidak disebutkan pengaturan secara tegas terhadap 

 kepemilikan saham mayoritas oleh direktur utama, dan dalam syarat 

 pengangkatan Direksi pun tidak ditemukan adanya suatu larangan mengenai 

 larangan kepemilikan saham mayoritas yang dapat dimiliki Direktur Utama. 

 Bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada 

 posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menjamin 

 kepentingannya. Dengan demikian sangat mungkin terjadi benturan kepentingan 
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 apabila pemegang saham mayoritas bertindak sekaligus sebagai Direktur yang 

 mewakili Perseroan. Adanya larangan dalam kepemilikan saham mayoritas 

 sendiri diatur dalam Pasal 27 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 

 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

 Sehat dimana Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa 

 perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama 

 pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang 

 memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila 

 kepemilikan tersebut mengakibatkan: 

a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 

50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; 

b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 

75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu. 

 Kepemilikan saham mayoritas oleh direktur utama tidak dilarang melainkan 

 kepemilikan saham mayoritas dilarang apabila memiliki saham mayoritas pada 

 beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang 

 sama. 

1.2.  Akta Pendirian PT ARS yang di buat di hadapan Notaris C, berisi keterangan 

mengenai identitas dan kesepakatan para pendiri yang menghadap kepada 

Notaris yaitu Tuan A dan Tuan B untuk mendirikan PT ARS beserta Anggaran 

Dasarnya dan memaparkan mengenai tujuan PT ARS dan telah memperoleh 

pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM untuk ditetapkan sebagai 

Badan Hukum. Dalam Akta Pendirian tercantum tanggal pendirian perusahaan, 

bentuk dan nama perusahaan, nama para pendiri, alamat tempat usaha, tujuan 

pendirian usaha, besar modal usaha, kepengurusan dan tanggungjawab anggota 

pendiri usaha, tahun buku, dan kesepakatan para pendiri lainnya. Akta 

pendirian tersebut dibubuhi materai, kemudian ditandatangani pendiri 

perusahaan, saksi dan notaris. Oleh notaris, akta pendirian tersebut didaftarkan 

ke pengadilan negeri setempat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (UU JN) mengamanatkan Notaris untuk memastikan bahwa penghadap 

harus memenuhi syarat cakap melakukan perbuatan hukum, penghadap harus 

dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi 

pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah 

menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 

(dua) penghadap lainnya. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan secara tegas dalam akta. Hal ini dapat dilihat dalam Akta Nomor 20 

Juni 2013 yang menyebutkan bahwa para penghadap telah dikenal oleh 

Notaris. Sehingga Akta Anggaran Dasar PT X tersebut telah sah sebagai akta 

pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat di hadapan Notaris. 

2. Saran  

2.1.   Dengan kepemilikan saham mayoritas oleh salah satu pendiri yang juga 

merupakan Direktur Perseroan, maka akan memungkinkan terjadinya 
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penyalahgunaan kewenangan dalam pengalihan aset Perseroan. Untuk itu perlu 

diberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas atau pihak 

lainnya yang mengalami kerugian atas transaksi pengalihan aset Perseroan, dan  

kepada pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif disarankan membuat 

pengaturan mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil yang tegas 

dalam UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap 

rangkap jabatan organ Perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung 

benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu 

menunggu putusan pengadilan sebagai penyelesaiannya. Perlu dibuat 

pengaturan yang lengkap sebagai aplikasi dari penganutan doktrin ultra vires. 

Dibuatkan konsekuensi yuridis terhadap tindakan ultra vires, atau bahkan 

sampai pada perumusan RUU yang melengkapi UU PT. Tidak cukup 

mengabstraksikannya dalam aturan umum saja, tetapi perlu dibuatkan aturan 

khusus dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Peraturan Presiden. Hal ini 

agar prinsip keadilan dapat tercapai. Untuk tahap praktis, para praktisi hukum 

seperti Notaris, In House Lawyer, Penasehat Hukum, Legal Officer perlu 

memberikan pemahaman terhadap tindakan yang tergolong ultra vires ini, 

sehingga dalam melaksanakan kegiatan ekonominy, Perseroan tidak semata-

mata berorientasi pada laba, tetapi juga hendaknya berorientasi terhadap 

keadilan dan kepastian hukum. 

2.2. Jabatan notaris dikehendaki hukum untuk membantu dan melayani masyarakat 

yang membutuhkan alat bukti tertulis autentikmengenai keadaan, peristiwa  

atau  perbuatan hukum, termasuk untuk Perseroan Terbatas. Dengan demikian, 

notaris memiliki peran tersendiri dalam transaksi yang dilakukan oleh 

Perseroan Terbatas. Notaris wajib mengetahui dan memeriksa apakah suatu 

transaksi yang dilakukan oleh organ Perseroan termasuk dalam kategori 

transaksi benturan kepentingan. Notaris dapat memberikan edukasi dan 

penyuluhan hukum kepada para penghadap dan melarang Perseroan melakukan 

transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 
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